BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN PRASARANA AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG

Menimbang :

Mengingat

FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari
masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak,
kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat
lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;

bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak,
kewajiban dan peran penyandang disabilitas sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu penanganan yang lebih
memadai, terpadu dan berkesinambungan yang pada
akhirnya akan menciptakan kemandirian dan
kesejahteraan penyandang disabilitas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas pada
Bangunan Gedung Fasilitas Umum Bagi Penyandang
Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah = Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
1606);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 178);



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN
PRASARANA AKSESIBILITAS PADA  BANGUNAN
GEDUNG FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG

DISABILITAS DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaaan, kegiatan usaha,
kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah
bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan
publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha,
maupun fungsi sosial dan budaya.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi
semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia
guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala
aspek kehidupan dan penghidupan.

Persyaratan teknis bangunan gedung adalah ketentuan
mengenai persyaratan tata bangunan dan persyaratan
keandalan bangunan gedung.

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan
pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis
dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.



9. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum,
kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut
hukum sah sebagai pemilik gedung.

10. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan
gedung, dan/atau bukan pemilik bangunan gedung
berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan
gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan.

11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum
atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya
di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum
adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan bangunan gedung.

12. Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan
kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang
tidak dapat menggunakan tangga.

13. Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah
kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan
dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik
sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat
berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan
gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya
kepastian hukum.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bangunan gedung  diselenggarakan  berlandaskan  asas
kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian
bangunan gedung dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:

a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai
dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan
lingkungannya;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang
menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan

c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
bangunan gedung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan tentang
bangunan gedung yang meliputi asas, tujuan, ruang lingkup,
kewajiban pemilik/pengelola bangunan gedung fasilitas umum,
prasarana aksesibilitas, pembinaan, dan pengawasan dan
pengendalian.



BAB III
KEWAJIBAN PEMILIK/PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG
FASILITAS UMUM

Pasal 5

(1) Setiap pemilik/pengelola bangunan gedung untuk fasilitas
umum wajib menyediakan prasarana aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda dan
yang memiliki keterbatasan mobilitas.

(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. bangunan untuk fasilitas umum yang telah ada;
b. bangunan untuk fasilitas umum yang akan dibangun;

c. bangunan untuk fasilitas umum yang mengalami
perubahan dan penambahan.

(3) Bangunan gedung untuk fasilitas umum yang telah ada
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib
menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan
bupati ini diundangkan.

(4) Bangunan gedung untuk fasilitas umum yang mengalami
perubahan dan penambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, baik pada fungsi maupun luas bangunan,
maka pada bagian bangunan yang mengalami perubahan dan
penambahan harus memenuhi semua persyaratan teknis yang
ditetapkan.

Pasal 6

Jenis bangunan gedung fasilitas umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 merupakan bangunan yang berfungsi sebagai:

a. bangunan gedung fungsi hunian, meliputi; rumah susun,
rumah flat, asrama, panti asuhan, apartemen, hotel, dll;

b. bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi; masjid, gereja,
pura, wihara, dan kelenteng serta bangunan keagamaan
lainnya;

c. bangunan gedung fungsi usaha, meliputi; gedung
perkantoran, kantor pos, bank, gedung pelayanan umum
lainnya, bidang perdagangan, gedung pabrik perindustrian,
perhotelan, wisata dan rekreasi, restoran, terminal, bandara,
pelabuhan laut, stasiun kereta api; dan

d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi;
bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, museum,
perpustakaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, bioskop,
tempat pertunjukan, gedung konferensi.



Pasal 7

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tidak
wajib bagi bangunan gedung fasilitas umum sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

bangunan yang dapat dibuktikan, berdasarkan pendapat ahli
yang berkompeten dan disetujui oleh pemerintah daerah,
bahwa pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas tidak dapat
dipenuhi karena adanya kondisi site bangunan, kondisi sistem
struktur dan kondisi lainnya yang spesifik;

bangunan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakat
umum dan hanya digunakan dalam waktu terbatas;

bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan
yang digunakan secara langsung di dalam suatu proses
pelaksanaan pembangunan, seperti perancah, gudang
material dan direksi keet.

BAB IV
PRASARANA AKSESIBILITAS

Pasal 8

Penyediaan prasarana aksesibilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan
lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas dan
yang memiliki keterbatasan mobilitas agar dapat sepenuhnya
hidup bermasyarakat dan mandiri.

Penyediaan prasarana aksesibilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pintu, ramp, dan tangga.

Selain ramp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bangunan
gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus
dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (liff)j yang
dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan
gedung.

Pedoman dan petunjuk teknis pembuatan ram akan
ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9

Pemerintah = Daerah  melakukan  pembinaan  melalui
pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan
bangunan gedung fasilitas umum sebagai upaya peningkatan
pemenuhan persyaratan bangunan dan peningkatan tertib
penyelenggaraan bangunan gedung fasilitas umum.

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat yang
terkait.



BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
bangunan gedung fasilitas umum dilaksanakan oleh
perangkat daerah  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa ketersediaan prasarana aksesibilitas berupa ramp.

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi peninjauan lokasi dan pengecekan informasi atas
pengaduan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo ttd

pada tanggal 29 September 2017
WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd
AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 77



